BAB IV

ANALISISTERHADAP PASAL 19 AYAT 2 PERATURAN MENTERI
AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG BATASUSIA BALIGH
SYARAT SAKSI NIKAH

A. Analiss Hukum Positif Terhadap Ketentuan Batas Usia Baligh Syarat
Saks Nikah Menurut Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama
Nomor 11 Tahun 2007.

Keberadaan saksi dalam suatu akad nikah, adaledgaepenentu
tidaknya sah akad nikah itu. Ketentuan saksi nikiaham pernikahan
menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 28f&lahbaligh,
sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, hadirnya WaratMenteri Agama
Nomor 11 Tahun 2007 ini menunjukkan bahwa pemdriftarkeinginan
agar saksi nikah jangan sampai dilakukan oleh amak; dalam kamus
bahasa Indonesia disebutkan bahwa, “Anak adalalusrearyang masih
kecil” atau “Anak-anak yang masih kecil (belum deej. Yang menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidaknsalakukan suatu
tindakan hukum. Maka implikasinya, jika ketentyamg telah diatur oleh
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 teiiagptementasikan,
maka bagi saksi nikah yang belum berusia 19 tahutetap menyaksikan
pernikahan (menjadi saksi dalam suatu pernikalianfynya pernikahannya
menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan keterPeraturan Menteri
Agama Nomor 11 Tahun 2007. Hal ini perlu dicernia@iena Peraturan
Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini merupakamlsaatu bentuk

peraturan perundang-undangan. Apalagi, PeraturantevieAgama ini

! Depdikbud, Kamus Besar Bahasa IndonesiBusat Pembinaan dan Perkembangan
Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, HIm.31.
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diundangkan dalam Berita Negara Republik Indondd@mor 5 di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2007. Maka peraturan perundadgngan tersebut
dianggap mempunyai daya laku serta daya ikat leigipsorand.

Saksi merupakan salah satu rukun dalam pernikaliaka
keberadaannya sangat penting dalam menentukands&inya akad nikah
tersebut. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1Huma2007 tentang
Pencatatan Nikah, syarat bagi saksi nikah diteramglalam Pasal 19 ayat 1
dan ayat 2 sebagai berikut:

1. Akad nikah harus dihadiri sekurang-kurangnya daagisaksi.

2. Saksi nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1% In@aemenuhi

syarat-syarat:

1. Laki-laki;

2. Beragama Islam;

3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
4. Berakal,

5. Merdeka; dan

6. Dapat berlaku adil.

Dalam hal ini syarat-syarat tersebut sejalan detkggakinan hukum
yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesng derbeda dan terlihat
kontroversi adalah keterangan tambahan mengenaatdyaligh, yakni,
kata-kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahuwl.sabaligh menurut
ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahud7 2&dalah 19

tahun, seorang saksi nikah yang tebalfigh tetapi belum berusia 19 tahun,

2 Maria Farida Indrati Soepraptélmu Perundang-undangan Dasar-Dasar proses dan
teknik Pembentukanny#ogyakarta: Penerbit Kansius, 1998, Him. 42
% Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007
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maka saksi nikah tersebut tidak dapat menjadi sakkah. Hak
persaksiannya gugur dan berpindah kepada saksh rida yang telah
berusia 19 tahun. Karena saksi adalah orang yamgberékan keterangan
yang benar tentang apa yang dilihat, dialami, dikak dan apa yang
didengar tentang suatu peristiwa tertentu yangndisgtakan didepan
sidang pengadilan dengan kata khusus yakni dimdémigan sumpah
terlebih dahulu atau dapat diambil kesimpulan balsalesi adalah orang
yang melihat atau menyaksikan secara langsung dedmgenya sendiri
suatu peristiwva atau kejadian. Maka pada Pasal b@&%byatakan bahwa:
pembuktian saksi-saksi diperkenankan dalam segalalimana itu tidak
dikecualikan oleh undang-undahddan semua orang yang cakap untuk
menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksiaru#arhakim(Pasal 1909
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Kemudialam KUHAP
sebagai alat bukti yang sah(Pasal 184), namun d&lasal 185 ayat 1
berbunyi: keterangan saksi sebagai alat bukti iajzdnyang saksi nyatakan
di sidang pengadilan. Kemudian pada ayat 4 beibkeyerangan saksi
yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejada&tau keadaan dapat
dipergunakan sebagai suatu alat bukti yang sahlapgaterangan saksi itu
ada hubungannya satu dengan yang lain sedemik@a sehingga dapat
membenarkan adanya suatu kejadian atau keada@mttBrtSedangkan
dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1%k pgPasal 26
ayat 1 menyatakan dengan sangat tegas: “Perkawanag dilangsungkan

di muka Pegawai Pencatat perkawinan yang tidak doeamg, wali nikah

* Lihat Pasal 1895, Kitab Undang-Undang Hukum Perdat
® Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8urefi981 Tentang Hukum Acara
Pidana.
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yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dih@dh dua orang saksi
dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluaatgrdgaris keturunan
lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami i ”. Kemudian dalam
Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Saksi dalpennikahan
merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, Sehingiga pernikahan harus
dihadiri dua orang saksi (Pasal 24 KHI).

Namun, dalam hal ini terkait aturan dan batasaa dswasa yang
dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdatidunyi: belum
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur gkraapuluh satu
tahaun, dan tidak lebih dahulu telah kawin(Pasél BBHPer.). Kemudian
pada Pasal 1330 berbunyi: tidak cakap adalah bdewasa bagi mereka
yang ditaruh di bawah pengampunan. Adapun dalanmi bak dan
kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197dka yang
menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang telahrdifitdalam pasal 47
ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentankppénan berbunyi:
“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belalsyrt atau belum
pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah ka&oasrang tuanya
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Uden pada ayat 2
berbunyi: “Orang tua mewakili anak tersebut mengeegala perbuatan
hukum di dalam dan di luar Pengadilan”. MenurutaPd§ ayat 1 dan 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini artinya batapabila anak
belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun makadé di bawah
kekuasaan orang tuanya yang mana belum dibebat@anggungjawaban
hukum karena belum mampu berbuat huk@m Bekwaam Namun bila

anak tersebut sudah mencapai umur 18 (delapan)b&hsn maka
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kekuasaan orang tuanya atau wali tidak berlaku kénflagi si anaknya,
maka anak tersebut boleh melakukan tindakan hukamperbuatan hukum
baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadi@dangkan dalam
kompilasi hukum Islam Pasal 98 ayat 1 berbunyi &atisia anak yang
mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 taepgnjang anak tersebut
tidak bercacat fisik maupun mental atau belum gernmeelangsungkan
perkawinan”. Artinya dewasa ketika sudah berumurtéiun atau belum
kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggamgb atas dirinya.
Kemudian dalam Pasal 98 ayat 2 berbunyi: “Oramgya mewakili anak
tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam di luar
Pengadilan”.

Ternyata menurut kompilasi hukum Islam dan kitald&hg-Undang
hukum perdata, batas kedewasaan seseorang adalegh@i Sehingga
secaraa contario ataumafhum mukhalafglseseorang yang belum berusia
21 tahun dianggap belum dewasa. la belum cakamdéakt hukum. Dalam
perspektif ini, jelas ketetapan Peraturan MentegarAa Nomor 11 Tahun
2007 tentang batasan minimal umur saksi nikah seigikurangnya 19
tahun terdapat perbedaan yang cukup mencolok, mniadak dapat
diaplikasikan karena pada usia itu seseorang degntjgak cakap berbuat
hukum. apalagi perbuatan hukum itu diperuntukkagi beang yang belum
mencapai umur 21 tahun.

Dengan demikian, menurut penulis bahwa ketetaparati?an
Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang batasammal umur saksi
nikah 19 tahun nampaknya berbeda dengan UndangAgndieomor 1

Tahun 1974. Karena menurut Undang-Undang ini, lsakkedwajiban antara
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orang tua dan anak adalah 18 (delapan belas) t&beh. karena itu, jika
ada anak laki-laki yang tidak berada di bawah ke&aa orang tua sudah
berumur 18 (delapan belas) tahun, anak tersebwhsotemenuhi syarat
maka menurut penulis boleh menjadi saksi nikah. iNath sisi lain tentang
perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi
Hukum Islam diatur batasan usia anak yang mampdirbesendiri atau
dewasa adalah bagi mereka yang sudah mencapaidintahun dan atau
belum pernah melangsungkan pernikahan. Menurutligamia 21 tahun ini
perlu adanya penyesuaian dengan kondisi aktuadlsosisyarakat sekarang
karena dengan majunya perkembangan teknologi imfermdan
terpenuhinya asupan gizi karena perkembangan tefinkayasa pangan,
akan berpengaruh pada semakin cepatnya perkembake@ewasaan
seseorang, jadi aturan dan batasan usia anak beRinperlu dicermati dan
harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Begga jentang batasan atau
kriteria dewasa dalam hukum perdata menggunakam 2itahun perlu
dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembanganana&sy Indonesia.
Dengan perpatokan pada rumusatigh yang terdapat dalam hukum Islam
dan juga sifat serta harkat kemanusiaan maka atasa 21 tahun ini
sudah tidak relevan lagi dengan kondisi Indonesg isi.

Tidak adanya sinkronisasi batasan usia atau tambdesmdaan
tertentu penulis berpendapat Peraturan Menteri Agalomor 11 Tahun
2007 Junto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata padalB30, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 47 ayat 12d#an Kompilasi
Hukum Islam pada Pasal 98 ayat 1 dan 2 karena mehgssaslLex

Specialis Derogat Legi Generaliskarena Peraturan Menteri Agama
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merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Ndmbahun 1974
yang telah mengambil jalan tengah dari batas minus@a dewasa yang di
bawah perwalian dan hak dan kewajiban antara ai@glan anak adalah
18 (delapan belas) tahun dan Kompilasi Hukum Isieang menyatakan
batasan maksimal usia anak yang mampu berdiri settdu dewasa adalah
bagi mereka yang sudah mencapai umur 21 tahun. Makd@ementasi
ketetapan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahu@¥ 20 Indonesia
perlu dicermati karena Peraturan Menteri Agama Nofirib Tahun 2007
merupakan salah satu bentuk peraturan perundaragjigad. Apalagi,
Peraturan Menteri Agama ini diundangkan dalam Bexiegara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 5 di Jakarta pada ta2ggduni 2007. Selain
itu, juga karena ia harus berlandaskan dan bers@sdengan hukum positif
yang berlaku di Indonesia sebalgad generalisnya.6

Maka menurut penulis dalam hal ini berpendapat baRsraturan
Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2007 mengatakan sakahrharusbaligh,
sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dikaitkan @ergmpilasi hukum
Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalainbhtasan dan
usia kedewasaan seseorang menyatakan 21 tahuntarsaldah dewasa,
harus dimaknai sebagai kebijakan untuk memastikamakangan jiwa
seseorang, bukan batas usaligh menurut hukum. Sedangkan tentang
kedewasaan haruslah yang dipergunakan Undang-Undargawinan
Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 47 dan 50, yaitaHiét Karena menurut

Undang-Undang Perkawinan, batas usia dewasa atilamun.

® Drs. H. Roihan A. Rasyid, S.HHukum Acara Peradilan Agam@lakarta : Rajawali
Press, 1991), Him.21.
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B. Analiss Hukum Islam Terhadap Ketentuan Batas Usia Baligh Syarat
Saks Nikah Dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor
11 Tahun 2007.

Di dalam hukum Islam, seseorang yang dinyatakarapakntuk
menunaikan kewajiban adalah seseorang yang telahilikieAhliyyah Al
Adda’. Ahliyyah Al Adda’adalah sifat kecakapan atau kemampuan bertindak
hukum seseorang yang telah dianggap sempurna umnteknikul
pertanggungjawaban seluruh perbuatannya. Baik p&buyang positif
maupun negatif. orang yang telah memenaihiiyyah Al Adda’ini wajib
menunaikan shalat, puasa, zakat, dan ibadah-ibgdaf) sejenisnya. la
wajib melaksanakan semua aturan yang berlaku dalgom Islam.

Ulama ushul figh menyatakan bahwa yang menjadi arkutalam
menentukan seseorang telah memilkinliyyah Al Adda’ adalah aqil,
baligh, mumayyiz dan cerdas atau dapat menggunakan akal sehatnya.
KetentuanAqil dapat dilihat berdasarkan kemampuan akal sesedaam
berfikir sehingga ia bisa memutuskan tindakan yaagg bermanfaat dan
maslahat. Sedangkdraligh merupakan kriteria yang berhubungan dengan
dewasa atau belumnya seseorang, ia telah mencapdadn fisik tertentu
dengan diketahui menggunakan umur atau ciri bislogiflumayyiz
merupakan kriteria akal seseorang mampu meneldatkesempatan untuk
berpikir dan tidak terganggu jiwanyaKemudian menurut Dr. Yusuf
Qardhawi, ljtthad pada zaman moderen ini merupakaatu kebutuhah.

Maka ada tiga macam ijtihad yang dikemukakan olehYmsuf Qardhawi,

" Dr. Ali Imron HS,Op. Cit, HIm. 64.
8 Dr. Yusuf Al Qardhawiljtihad Kontempore Kode Etik dan Berbagai Penyingsm alih
bahasa oleh Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gu8b)18et. Ke 1, HIm.23
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yaitu ljtihad Intiga’i, ljtihad Insya’i, danljtihad campuran antargtihad
Intiga’i daninsya’i.’

ljtihad intiga’i ialah ijtihad yang dilakukan dengan cara menyeleks
pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih caoeok lebih kuat®
litihad insya’i adalah mengambil konklusi hukum baru dalam suatu
permasalahan, yang permasalahan tersebut belurahpeéitemukakan oleh
ulama terdahulu, baik masalah itu baru atau IEn®edangkan gabungan
antara ijtihad intiga’i dan ijtihad insya’i ialah menyeleksi pendapat-
pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cataok lebih kuat,
kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan wmsurijtihad baru®?

Telah diketahui pada bab sebelumnya bahwa penenisian bagi
saksi nikah yang diatur dalam Peraturan MenterimagdNomor 11 Tahun
2007 adalah mendasarkan pada pencafibgh-nya seseorang yaitu saksi
harusBaligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Oleh katenantuk
bisa mengetahui lebih jelas tentang tinjauan huklstam terhadap
ketentuan usia saksi nikah menurut pasal 19 ay®&efturan Menteri
Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka harus merujuk patentuan yang
terdapat pada Al-Quran dan Hadits serta pendagat glama Madzhab.

Batasan baligh tidak ditentukan secara terperindathm Al-Qur'an
maupun Hadist, para ulama madzhab berbeda pendegajenai kriteria
indikasi luar untuk mengetahbaligh. Ketentuan ini sejalan dengan firman

Allah SWT dalam surat Al-Nur ayat 59:

? Ibid,

pr. YusufAl QardhawiOp. Cit, HIm. 24
Y Dr. Yusuf AlQardhawij Op. Cit, HIm. 43
2Dr. Yusuf AlQardhawi Op. Cit, HIm. 47
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Artinya:"Dan apabila anak-anak kecil itu sudah cukup umuraki
hendaklah mereka meminta izin sebagaimana orangaskw
meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan hukurkdm-Nya
kepadamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Haki@xS.
Al-Nur ayat 59).

Berdasarkan ayat tersebut, Al-Quran telah membarkiteria anak-
anak yang telalbaligh yaitu apabila ia telah mencapgaulm atauihtilam
yaitu apabila anak telah mengeluarkan air mani lg@lam mimpi atau
dalam keadaan terjaga. Maka ia telah diandgdigh, Implikasi dari syarat
pertama ini adalah anak kecil, orang-orang lupan@terpaksa, orang tidur
dan orang tersalah tidak dikenakan pembebanan hukatau
pertanggungjawaban hukum.

Sebagaimana telah dikemukakan di depan, penetapaatufan
Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang persyarsaéksi nikah yang
harus sudahbaligh dan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun adalah
berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undangiyréerkawinan,
Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukglam. Dalam
khazanah ilmu figh, penentudaligh didasarkan kepada kejadi#mtilam
(mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagiepguan. Penentuan

kriteriabaligh juga didasarkan pada Hadits Nabi SAW, sebagéiuie

3 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddie@p, Cit, Him 2847.
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Artinya: “Dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, dariNabi SAW, beliau
bersabda: terangkat pertanggungjawaban seseoramgtida hal:
orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hiagig. sembuh,
dan anak-anak hingga ia bermimpi dan mengeluarkannani
(ih-tilam)”. (Hadits Riwayat Al Bukhori, Abu Dawud, At-
Turmudzy, Ibnu Majah, dan Ad-Daruquthry}).

Al-Quran dan Hadits sebagai sumber utama hukuramistidak
memberikan batasan atau kriteria secara terpetertiadap ketentuan
pertanggungjawaban hukum. Al-Qur'an dan Hadits hamyemberikan
petunjuk umum terhadap pertanggungjawaban hukura. ifama madzhab
(ahli hukum Islam) memberikan fatwa hukum tentaragigh sebagai salah
satu batasan kriteria pertanggungjawaban hukumraeteaperinci dan
operasional. Di antara para ulama madzhab tersefadi perbedaan fatwa
tentang batasan pertanggungjawaban hukum, karesebatikan oleh
adanya perbedaan dalam menggunakanbath ahkan(metode penelitian
atau penafsiran hukumj.Para Ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai
kriteria indikasi luar untuk mengetahbaligh. Adapun untuk menentukan
seseorang itu suddaligh atau belum ditandai dengan keluarnya haid kali
pertama bagi wanita dan keluarnya mani (air spekakpertama bagi pria
melalui mimpi*®

Perbedaan yang dimaksud usia minimal saksi nikaturae Peraturan
Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pada Pasal 19t &yayang
mengatakaraligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun di sini menurut

penulis adalah bukan usia minimadligh, tetapi usia minimal mencapai

%bid., Al-San’any.

3 Dr. Ali Imron HS, Op.Cit., HIm. 140-141

® Muhammad Jawad Mughniyyahl-Figh a’la al-Madzahib al-KhamsahBeirut : Dar al-
Jawad, tt. HIm. 76.
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derajatrusyd Sebagaimana pendapat Ahmad Azhar Basyir, M.akan
lebih tepat apabila penentuan kedewasaan itu tidalya dibatasi dengan
kriteria baligh, tetapi juga mengikutsertakan faktausyd (kematangan
pertimbangan akal/mental).

Baligh danrusyd adalah dua hal yang berbedaligh dalam bahasa
Indonesia biasa diterjemahkan dengan kematangikn $sdangkamusyd
biasa diterjemahkan dengan kematangan mental ataatikngan akal
pikiran. Baligh ditandai denganhtilam (mimpi basah) bagi laki-laki dan
menstruasi bagi perempuan. Sedangkasydialah keadaan seseorang yang
mampu memahami hakekat sesuatu yang diperlukagatantidak, sesuatu
yang mungkin dan yang tidak, dan sesuatu yang damgenting dan yang
dianggap membahayakan. Untuk menentukan waktu reggpaipandang
matang atau rusyd, menurut Basyir, dapat diadalarelpian terhadap
orang-orang antara umur 15 dan 25 tahun. Kemud@amhil angka rata-
rata, kapan seseorang itu dipandang telah rusyagkin, akan ditemukan
angka umur 19, 20, atau 21 tahun, yang kemudiauidgn standar baku
untu k menentukan batas kedewasaan (rusyd) tersebuentara itu di sisi
lain, dalam literatur figh dikenal adanya satu nadwzlyang mensyaratkan
wali nikah harus sudah rusyd, tidak cukup sudaigbaMadzhab tersebut
adalah Madzhab Hanbafl.

Al-Quran memberikan petunjuk dalam menguji kemasangental

(rusyd seseorang. Allah SWT berfirman Q.S. An-Nisa’ &at

" Ahmad Azhar BasyirAsas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islafggyakarta:
Ull Press, 2004, Him. 31
'8 |bid., Ahmad Azhar Basyir
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Artinya: Dan ujilah (latinlah) anak-anak yatim, sehinggaahga mereka
sudah cukup umur dan siap menikah, dan kamu meyaidreka
mampu mengelola hartanya, kembalikanlah harta-hartiéknya itu
kepada mereka. Janganlah kamu makan(pergunakarna imaereka
dengan cara yang boros dan secara cepat-cepat webehereka
dewasa. Barang siapa cukup mampu (di antara kanmdka
hendaklah memelihara (menjauhkan) diri dari mengkam harta-
harta anak yatim. Barang siapa tidak mampu(di aateamu), maka
hendaklah menggunakan secamaakrif (sesuai kepentingan dan
wajar). Apabila kamu memberikan harta-harta terdekepada anak
yatim, hadirkan saksi-saksi atas mereka. CukupldhhAmenjadi
pengawas terhadap dirim(Q.S. An-Nisa’ ayat 6)

Ayat ini menjelaskan tentang ketentuan menguji kangan mental
(rusyd bagi anak yatim dan orang yang belum dewasa,ld@gk yang tidak
normal karena ketidaksempurnaan daya pikirnya nraypng semata-mata
karena belum mencapai tingkat kedewasaan.

Tampaknya, inilah yang dijadikan metode dan paramgiara
perumus Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2@@%am
mempertimbangkan syarat batas minimal umur saksihniyaitu batasan

umurrusyd (kematangan mental), bukan batabahgh (kematangan fisik).

¥ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddie@p, Cit, HIm. 783.
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Sebab sebagaimana telah dikemukakan, di dalam higtam, usia dewasa
ditandai dengan suatu peristiwa biologis. Untukmkaaria, ditandai dengan
sebuah mimpi yang biasa disebut dengan mimpi be&adkangkan untuk
kaum wanita, ditandai dengan menstruasi. Biasare/gstppva ini dapat
dirasakan atau dialami oleh pria pada usia 15 se@peahun dan wanita 9
sampai 19 tahun, makeligh paling lambat terjadi pada usia 15 tahun.

Dengan demikian, penulis melihat bahwa bentiihad yang
digunakan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1iuif@007 adalah
penggabungan antargtihad Intiga'i dan ljtihad Insya’i. Dikatakan
menggunakanjtihad Intiga’'i karena menyeleksi pendapat-pendapat ulama
terdahulu. Yaitu, dengan lebih memilih pendapamaldMadzhab Hanbali
dan Madzhab Syafi'i. Dikatakan menggunakifihad Insya'’i karena ia
menambahkan unsur-unsujtihad baru ke dalam pendapat Madzhab
Hambali tersebut, yakni batasan definitif usisyd yang berupa syarat
umur saksi nikah sekurang-kurangnya 19 tahun. Pesdoa usia semacam
ini belum pernah ditemukan ketentuan hukumnya dalaenatur figh
klasik. Maka penulis dalam hal ini menyimpulkan Wwahini merupakan
hasil ljtihad kontemporer yaitu Peraturan Menteri Agama NomoiT aihun
2007. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Peraturarntéviedgama Nomor
11 Tahun 2007 ini merupakan perkembangan progitaiaim pembangunan

hukum Islam di Indonesia.



